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ABSTRAK

Penyelesaian perkara pada anak kategori jwvenile definguency dilakukan dengan upaya
diversi. yaite penvelesaian perkaranya di luar jalur peradilan vang wjeannya uniuk
melindungi hak anak, antarn lain hak tumbuh dan berkembang sesuni dengan usiany:.
Tujuan dilakukannya wpaya diversi agar anzk bisa bertanggung jawab terhadap
perbuatan vang  sedal  dillakukannva  sehingga  mdak  mengulangi  lagi. Syarat
dilakukannya diversi adalah ancaman pidana tindak kejahatunnya dibawah tujuh tohun
dan edak bervlang kali dilakukannya. Penulisan ini menggunakan meisde yundis
normatif yang mengunalisa kesesuaian pencrapan opaya diversi pada ansk kategor
Juvgtile delingeency dalam rangks melindungi terpenuhi hak anak sebagaimana diatur
dalam Undang-Undang Perlindungan Anak.

Katy Buncit: Tuvenile delinquency ! ipava diversi: perlindungnn hukum; bak anak,
ABSTRACT

Children cases setlement v e pmvende delisguency colegory angd conducted winh
diversion efforts, S is the case setlement ontside e fndicial svstem which aims fo
prrevtect childven's eighis, including the righis 1o grow and develop in accordance with
their age, The purpose of e diversion effort is the children can e responrsibie for the
actens they fove dome so fn the futwre they won't regrear them, The reguirement o do
diversion ix the criminal threar of children which are under seven years and do not
conmdl @ crime repeatedly. This is o nervmetive fuvidicod reseoarcl ol anolvzes the
siizethitity applicaion af diversion efforts in children of the Juvenile delinguency

codegory in arder Jo provect e fullilimens of claldren's vighes ax stipadaied in the Child
Prosection A,

Keywards: Juvenile delivigueency; diversion efforts; legal protection; chilidren's vighis,

Rarripe Jurmsd mu Hukum. Fakeltas Hukem Undeersitas Sk Kuala, Basda Acels, 23040, 1554, 08545409 | e-1B5M: 2527-B482
Drpen acoesss bagitasew, jur nad unsyg s idkanun
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PENDAHULUAN

Kehadimin annk dalam kelwarga membutuhkan perdindungan dan pendampingan dengan
tujuan memperoleh kehidupan yang layak. Pendsmpingsn dari orang tua diperukan agar anak
belajr dan mengetahui nndakan baik vang boleh dilakukan dan nondakan tidak baik vang tidak
boleh difakukan, Anak diharapkan tembuh dan berkembang sesuan dengan usianya, namin sagal
disavangkan anak vang terlibar dalam tindak kephatan sehingea mengakibatkan vang bersanglkutan
berhadapan dengan hukum, Anak rentan terlibat pidana, Pada ahoun 2007, Ji Surakarta ada 200
anak dibawah umur yang terdibat pidana,’ Wilavah lain. Bali, sepanjang tahun 2017, ada 137 anak
yang menjadi pelaku kejohatan dengan dominasi peloku pencurian 68 anak dan terdibat geng motor
32 anak.’

Ada dua kstegon penilake anak yang membuat ia harus berhadspan dengan hukum. Pertama,
stofes offence adalah penlaku kenakalan anak yeng apabila dilakukan oleh orang dewasa tidok
diangeap sebagan kepahatan, sepert Ddak menurut, membalos sekolaly, atau kabor dan nomah,
Kedua, fevenile deliguency adalah perilake kenakalom anak vang apabila dilakukan oleh orang
dewasn dianggap kepahatan atau pelanggaran hukum.'

Pada tahun 1997 Pemenntah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997
tentang Pengadilan Apak (Undang-Undang Pengadilan  Anak), yvang twgasnya adalah umuk
melindungi anak-anak yong masuk dalam kategori jnvendle definguency. Namun temyatn dalom
Undang-Undang Pengadilan Anak memposisikan anak hanya sebagai ohjek dan perlokuan techadap

anak yang berhadapan dengan hukum cenderung memgikan anak.’ Berdasarkan ketentuan dalam

Robinson  Gamar,  “Sepanjong 3007, 233 Anak di Bab Beremssn demgan Hukum®,
LT oomnpds gonn el 0 VSR TG | Sseponiang - 2017153 -anok-di-buli-benimsan-dengan-hakuam
tungyal sy 33 Aymdtus 2018,
' Komaorudidin Tafar, Resorarive fustice Atas Diverst Barlown Pempaganan Juvenile Deltgwency (Arak BorkoniTik
Hikare), Jurmad Al-*Adl, Vol 8, No. 2, Juli 2015, hlm_ 94,

YR Wiyono, Siarem Peranitan Pidema Ak D0 fedonesie . Sinar Grofiko, Jakamn, 2006, b, 7
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Undang-Undang Pengadilan Ansk diketuhui adanya penyebutin anak nakal yang bertentangan
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang
kemudian dinbah dengan Undang-Undang Momor 35 Tahun 2004, Selain itn dalam Undang-
Undang Pengadilan Anak. secrang anak yang berhadapan dengan hukum, yaite anak yang dalam
kategon pevenile delinguency, harus menvelesakan perkaranya melalui proses persidangan. Dalam
proses persidangan, hakim dalam menjatuhkan sanksi past berjuan memberikan efek jera agar
pelaku tadak mengulangs perbuatan pidananya lagl, samuon hal ing bisa mengakibatkan anak
mengalami tekanan psikologis karena merasa kebebasan dalam hidupnya divampas, Oleh sebab je
pemerinteh  menghapus  keberlakuan Undang-Undang Pengadilan Anak  dengan disahkannya
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Sistern Peradilan Pidona Anak (Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidans Anak).

Diberlakukannys Undang-Undang Sistemn Peradilan Pidana Anak menghapus keberlakuan
Undang-Undang Pengadilan Anak. Adanya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak im joga
tidak bodeh bertentangan dengan Undang-Undang Pedindungan Anak, vait tetap memberikan hak-
hak bagi anak yang berhadapan dengan hukum, khuswsnya anak yanmg masuk dalam Rategor
Juvenile delimgency,

Ofeh sebab jw, penelitian ini akan membaha masalah otama, mengena:  bagaimana
pemenuhan hak-hak anak yong masuk dalam kategori juvenile delinguency.

Penclitian dengan topik ind, sepanjang penelusuran penulis, berbeds dengan fokus yang
pernah dilakukan sejumish penalis lainnya. Penanganan fuvenile defiguency dibahas Kamanddin
Jafar dan Dheny Wahyvudhi dalam konteks resforative justice. Upayn penznggulangannya dibahas

Sawinni.® Fokus tulisan ini pada perlindungan hukum hak anaknya,

' Kumansddin Jofar, Restoraiie fustice Atas Divers Dofow Pensrpanan Jivenile Ivligueenioy ¢ Ak Serbomifol Bodai i,
Jurmal Ad<taalll, Yol & Moo 2, Juli 2405, Bm. 94, Sarwino, “Kenakolan Anak (Juvenile Deliqueency kKauslitas Dan Upoya
Penanggralanganmyn’’, Perspekii Vol XV Moo 40 Seprember 2001, hlme 245, Dheny Wahyudhi, “Perlindungan
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METODE PENELITIAN

Penulisan ini menggunakan penclitian yuridis normatif. Soerjono Sockanto dan Sri Mamuoji
menyehut penelitian ini sebagal penelition hukum kepustskaan, yang merspakan penelitizn hukum
yang dilakukan dengan cara meneliti baban pustaka atau data sekunder belaka,” Penulisan ini
mengeunakan bahan hukum prmer erdiei daei pesateran perundang-undangan sepert Undang-
Undang Sistern Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Perlindungan Anak. sedangkan bahan
hukuwm sekunder sebagai balsan rujukan yang digunakan antara lain jucsal, buku-buku litersur yang
berkaitan dengan  pemenohan hak-hak amak, Pendekatan vang digusakan adalah pendekatan
undang-undang, vaitu menclash peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemenuhan

hak-hak anak.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1} Pidana Penjara Pada Anak Kategori favenile Delinguency Melanggar Hak Anak

Sebagai bagion dari kelwarga, seceang anak memerlukan pertodosgan dalam hidupnya,
Pertelongan ini bagian dar pemenehan hak-hak dalam divi anak vang tidak lepas dan peran crang
T, keluarga, dan masvarakat vang ada di sekitam v, Apalagi hal ini diatur dalam Undang-Undang
Drasar 1945 vang merupakan hukum ermngei 3 Indonesia, Khosesnya Pasal 288 ayvai (20 Setiap
anzk berhak atas kelangsungan hidup. tumbuh, dan berkembang serta berhak atus perlindungan dari
kekerasan dan disknminasi. Anak scbagsi penerus kemajuan bangsa, maka harus dijaga dan
dilindungi. Perlindungan anak ini dapat dibedskan menjadi 2 bagian, yaitn * (1) perlindungan anak

yang bersifat yuridis. yang meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik don dalam bidang

terhaclop Ak Yong Berbadopan Dengan Hokum Melalil Pendekatan Sesforanve SJaaniee”, Damal O Hikiem, 2003,
hlm. E51.

"H. Salim HS. dan Erlies Septiana Murbanl, Peresapan Teart Hutum Pode Peneliviar Teals Dan Dserrast,
Rajowali Pers. Jakaris, 2013 hlm. 12

" Maidin Gultom, Perimdiengan Hokum Tertadap Asek Dolem Sistew Peradilon Pidama Amak o fadoresia,
Refika Aditaima. Bandung. 20040, Kl 34,

ing
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hukum keperdstaan: (2) perlindungan anak yang bersifat non yuridis meliputi perindungan dalam
bidang sosial, hidang kesehatan, bidang pendidikan.

Sebagai upaya preventif dalam menghadapi perilaku enak yang melanggar aturan hukum.
Pemerintah Indonesia mengesahkan Undang-Undang Peagadilan Anak, Mamun sangat disavangkan
dalam Undang-Undang Pengadilan Anak ada penyeburan anak nakal vang dalam Pasal | avar (2)
disebutkan baliwa anak makal terbagi 2 vaite anik yang melakukan tindak pidana dan anak yang
melakukan perbuatan vang dinvatakan tefdarang bagl anak. baik menurul perairan penindang-
undanmgan maupun menurst peraturan ekem lain yang hidup dan bedake dalam masyvarakat vang
bersanghoutan. Stigma atsu penycbutan snak nakal ind bisa menimbulkan dampak negatif pade
psikolngis anak terscbut dan dikhawaticken ada kersguan dari masyarakal uniuk menetima
keberadmnnnys vang mengakibatkan anak tersebut bisa dikocslkan gtau bahkan bisa dicemooh.

Padahal hams kita pahami bahwa kenakalan seorang anok mempakan tindakan anti sosial
yang memadi fakta sosial domasyarakat, i Amenka Serikat vang disebut Kejahatan adalah
tindakan ant sosial, vang melagear sorma hukum pidana, kesosilaan, ketertiban umum. yang
dilakukan cleh seseorang vang bervsia diatas 21 talun dan vang disebut Kenakalan adalah jika
tindakan ite dilakukan oleh seseorang yang berusia dibawah 21 tahun.” Dapat dikatakan kenakalan
ini meropakan kejiwaan anak yang masih labil dan perdu adanya pendampingan dari orang tea,
keluarga, dan masyarakat vang ada di sekitarnya.

Seluin tentang penyebutan anak nakal, dulam Undang-Undang Pengedilan Anak menyebutkan
bahwa anak yang berkonthik dengan bukum cara penyelesatannya haros dinrahkan ke Pengadilan
dan sdanya sanksi yvang tendin dari pidana pokok dan pidana tzmbahan sebagaimana distur dalam
Pasal 23, Menempatkan anak dalam tahanan seperti orang dewasa dikhawatickan bukan membauat
perilaku anak menjadi lebih baik, justru hidup anak-mak semakin rerancam dalam hal pemenuhan

hak-haknyva  sehingga menimbulkan  ekanan  secara mental dan psikologis vang  dapat
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mempengaruhi tumbuh kembangnya. Upaya penanggulangan dengan pendekatan yang acda ssat ini
memiliki kecenderungan untuk lehih mengutamukan samna pendekatan represif sera penjatuban
sanksi pidana berupa pemenjaraan masih sangst mengemuka meskipun implikasinya  dapat
berpenganih buruk pada masa pertumbuhan dan perkembangan psikis dan fisik seorang anak.”
Menurut  Artidjo Alkostar, adanya  proses  peradilan padana konvensional  rerlalu
menyederhanakan masalah hak, martsbat dan kepentingan korban  serta  masyarakat terkait
{stakeholder)." Undang-Undang Pedindungan Anak lebih mengedepankan unsur pembalasan, juga
tidak ada kejelasan pengaturan mengenai alternatif penvelesaian masalah bagi anak vang masuk
dalam  kategori juvenile definguency. Selain itu penjatwhan pidana dalam  Undang-Undang
Pengadilan Anak menonjolkan adanys penghukuman pads anak kategori jevenile definguency
berupa pidanz penjara dan hal ini jelas bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun
1999 fentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Asasi Manusia),
khusisnya Pasal 6 avat {4) vang menentukan bahwa Penangkapan. pemahanan, atsu pidana penjara
hanya boleh diloakukan sesual dengan hukum vang berlake dan hanva daps dilaksanakan sebagai
upaya terakhir, Dengan demikian maka sangatiah jelas balwa anak vang dalam Kategon pevesile
delingwency tiduk boleh dihambat mosa pertumbuban dan perkembangannya dengan menjatuhkan

pidan penjara, kaloupen harus dijatehs pidana penjara itw sebagai upava akhir,

2} Penerapan Diversi dengan Pendekatan Keadilan Restoratil Sebagal Bentuk Perlindungan
Perbedaun Undang-Undang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Angk ini ndalah adanya penerapan diversi dengan pendekatan keadilan restoratif, maksudnya setinp

"W ngiat Soetodjo, Bk Pidg Avak |, Refiko Adimma, Bandung, 2000, him, 15

¥ Barwarini, “Kenakalan Anak {Jevenile Deliguency:Kausalites Dan Upnya Pensnpgpelongannya”, Perspekiif,
Vil X1, N, 4, Sepeepber 2001, hm. 245

o Teguh Prastyn, Feonerapan Diverst Tevhodap Tmifak Pidann Anak Dalom Sistem Poradilan Pidona Anek™,
Refleksi Hukam., Yol 9. Mo, | Aprid 2003, klim. 3.
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perkara snak dalom kategon juvenile delinguency sebelum diproses Pengadilan wajib dinpayakan
melzlui proses penyelesaian di lwar jalur Pengadilan. Hal ini dilakukan unmk kepentingan terbaik
anak, tetapi tetap mempertimbangkan keadilan bagi korban.

Pengertian diversi  dalam Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
adalah pengalihan penyelesian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses i lear
peradilan  pidana, Berdasarkan pada  Unieed Navons Sraedard Mingmum Rules for o phe
Admianistration of foveniles Justices (The Beljing Rwlex). pengertian diversi adalah pemberian
kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-dindakan kebijaksanaan
dalam menongani atsn menyelesaikan masalsh pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan
fommal antara lain menghentikan atau meneruskan otan melepaskan dari proses peradilan pidann
atan mengembalikan atay menyerahkan kepads masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan
sosial lainnya.'’

Tupmn dan penerapan diversi dustur dalam Pasal &, vastu (00 mencapa perdamatan antara
korban dan anak: (b menyelesaikan perkara anak di luae proses peradilan: (o) menghindarkan anak
dari perampasan kemerdekaan: (0 mendorong masyvarakat untok berpartisipasic {ed menammkan
rasa angeung jawab kKepada apak. Pemabaman mengenai kewajiban penerapan diversi untuk
dilakukan ada dalam Pasal 7 ayal (1) babwa Pada tingkat penvidikan, penuniwtan. dan pemerksaan
perkara anak di Pengadilan Negeri wajib diupaynkan diversi. Namun kewajiban imi diatur lehih
lanjut dalam Pasal 7 ayat (2} vaitn wajib dilaksanakan pada tindak pidans yang dilakukan {a)
diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tshun dan (b bukan merupakan pengulangan tindak
pidana.

Berdasarkan ketentuan Pusal 7, maka dapat dikatakan bahwa upaya penerapan diversi menjadi
tidak wank untk dilakukan apabila tndak pidana vang dilakokan oleh anak diancam dengan

pidama penpara distas 7 tabun dan meropakan tindak pidana vang dilakekan berulang-ulang oleh
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anak tersebut. Dapat diketahui bahwa ada beberapa unsur yang menjadi dasar dilakukannya diversi,
yaitu: Pertama, jenis kejaharannya, dalam ini kejohatan yang dilakukan oleh anok dalam kategori
Jwvenile definguency merupakan kejahatan veng sudah direncanskan bukan terjadi secarn spontan.
Misalwya pencurian, pengeroyekan, dan narkoba, Kedua, mtensitas perbuatan tersebut dilakukan,
Apabila anak sudah wrlalu sering melakokan tndak kejahatan maka tidak akan berkesemparan
dilakukan diversi. Ketiga. pengakuan dari anak, Seorang anik yang dengan sukarela mengakoi
perbuatannya bisa dilskokan diversi,

Sistem diversi mengedepankan pembanaan dimdana anak vang dihukom tidak kehilangan masa
depannya terkait dengan hak-haknya, bak tumbuh dan berkembang maupun hak atas p:ndi:lib:an.l:
Harapan dari pencrapan diversi ini dapat tercapal keadilan bagi peloku dan korban, sehingga
menemukan =olosi terbaik yang bukan win-fose melainkan win-win. Ada tiga jenis pelaksanzan
diversi. Pertama, Pelaksanaan control sosial (secial cowteel erienfaion), yaitu aparat penegak
hokum menveralikan pelako dalam tanggung jowasb pengawasan atau pengamatan masyvarakat,
dengan ketaatan pada persetujuan atay peringatan yang diberikan, Kedua, pelayanan sosial cleh
masvarakal tethadap pelaku (sociel service oremtaiion), vaitu melaksanokan fungsi untuk
mengawasi. mencampuri. memperbaiki dan menyediakan pelavanan pada pelaku dan keluarganya,
Ketiga, menuju proses restorative festice, vailu memberi kesempatan pelaku bertanggung jawab
langsung pada korban dan masyarakal dan membuat kesepakatan bersama sntara korhan, pelaku
dan masyarakat. Pelaksanzannya semua pihak veng terkat dipertemukan untuk bersama-sama
mencapai kesepakatan tindakan pada p:l:.\]-'.u."-"

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidona Anak juga mengutamakan pendekatan keadilan

restoratil yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1), Keadilan restoratif im dalam Pasal 5 ayat (20 meliputi

* R, Wiyano, {2 Cir., hlm, 4950,

* Anma Esther Pangalilu. Sistem Dfversd Terlundap Aot Sedwugal Peliky Tindat M Dlmm Sistem Peeadilan
Ihkaitkan Derpan Perlindunpen Hak Avan Monnsta, Lex Bt Societatis, Val. Y1, No_ 4, Juni 2018 him. B

! Bambung Hurlomer, Perpelesaion Perkara Melolivd Dvvernt Sebopal Dpava Perlindvagan Anaé Pelakr Timdek
Fiefpie, Jumnal Pranats Hukum. Yol W Moo 1 B 2005, bim, 250-81,

gz
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{a) penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanaken sesuni dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan, kecunli ditentukan lain dolam undang-undang ini; (b) perdidongan anak yang
dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; {cp pembinaan. pembimbingan,
pengawasan. danfatau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana staw nndakan don setelah
rergalani pidama atan Tindakan,

Bagir Manan mepyebutkan babwa menvret Kitavasah tecdapat enam prinsip pokok sebapgai
kerangka kerja keadilan restoratil, vai: Pertams, perbuatan (Gndaky pidana memapakan peristiwa
mamesiawi dalam wojed pelanggaran hubungan sosial, baik bersifat pribadi mavpun techadap pihak
lain. Perbuatan (tindak) pidana tidak semsto-mats pelanggaran hokum negara, tetapi pelanggaran
terhadap orang. Kedua, iojusn peradilan adalah untuk sejauh mungkin memperbaiki kerusakan dan
memulihkan hubungan, baik terhadsp individy mavpun masyarakat ke keadsan semula. Ketiga,
korban harus mempunyal kesempatan memilih ambil bagian dalam proses. Keikutsertaan dapat
dalam bentuk informasi dan dialog dengan pelaku. penyelesman timbal bahk dengan pelaku
menyangkut restitusi (kompensasi), pengurangan rasa fakol, meningkatkan rasa aman {rsa
tenteram), twmbohnya harapan baro dan lain-lain, Keempat, pelake diberi kesempatan menerima
tangpung jawab dan kewajiban terhodap korban dan masvarakat pada wmumnya. Keikuisertaan
dapat dalam beniuk menentukon kewajiban, berhadapan langsung dengan korban, memahami
dampuk perbuatan, dan lain-fain. Kelima, mesyurakat sekeliling (setempat) dan sumber-sumbemya
harus mengutarakan berbagai keperluan korban dan peluku, termasuk pencegahan pelanggaran.
Keenom. Sistem peradilan pidana formal harus menjamin korban dan pelaku terdibat dalam nilai
yung mengikit semua peserta tanpa sustu paksaan, termasuk melakikan rm:mi|:|:|\ri|1l5:."I

Tujsan wtama dan keadilon restoratit adalah penyelesatan perkarn tindak pidana dengan
mehibatkan pelaki. korban, kelearga pelako atau korban dan pihak lan yang terkair untok beesama-

s mencar penyelesaian yang adil dengan menckankan pemulihan kembali pada keadann semula
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dan bukan p:mhalus.u:!.“' Hul senada seperti pendapat Dheny Wahyudhi babwa penyelesaian
perkara dengan pendekatan keadilan restoratif ini melibatkan semua pihak dan secars bersama-zama
mengatasi perkara dan mencari solusi yang terbaik terhadap perkara yang dihadapi anak dengan
lebih mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak.' Konsep keadilan restoratif pada dasarnya
mernpakan ukuran sederhana dan keadilan, vang tidak lagi berdazarkan pembalagan setimpal dari
korban kepada pelake ibaik secara fisik, psikis atau hukvman), namun perbustan vang menyakitkan
it disembubikan dengan pemberian dukungan kepada korban dan mensyaratkan pefaku untuk

bertanggung jawab, dengan bantean keluarga dan masyarakat bila diperlukan.'

3 Kesesuaian UL Sistem Perad ilan Pidana Anak dan UL Perlindungan Anak

Seorang anak memerlukan perlindungan pada hidupnya karena pada dasarnya anok tidak
dapat berjuang sendin. Anak tidok dapat melindungi dinnys sendiri tanpa bantuszn orang tua,
keluarga dan masyvarakat yang ada i sekitamya. Oleh sebab i dapat dikatakan  bahwa
perlindugan anak sebagai kepentingan vang utama, Penerapan perlindungan bak anak yang masuk
kategon Jjevemile defingoency ind tampak dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Padana Anak
dengan adanya proses mediasi vang diterapkan melalui proses diversi, dimana proses diversi ind
dilakukan mulai dan tngkar peovidikan di kepolisian, tingkat penuniutan di Kejaksaan, dan pada
sant persidangan di pengodilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7. Pengakuan dan perfindungan

hukum terhadap berbagai hak den kebebasan snak (fundamental righes and freedom of chilaren)

L ibid. bl 42-23,

" Analiansyah dan Syarifah Bahmasillah, Pertimfungar Terhmdap. Araé Yare Serhadepen Dengen Hikam
{5l Terfodap Dadang- Urdang Pevadilon Anik fedpaeshe dan Perndilion Adar Acelil, Gender Bgualiry © Intemational
Journal ofEfhild and Gender Studics, Vol 1. No. 1. Mares 2015, him, 58

* Dheny Wahymbhi, Ferfindungan rerbadap Amad Yamy HBerhodapan Dengar Fuekum  Melalui Pendekatan
Festweiiive fivswice. Jummal Tma Hokum, 2003, ki 131,

" Fahrurrazi, Penerapar Sarkst Tenredap Anat Sehopai Pelakr Tindod Pidara Delem Prespeknf Restorative
Suitee of Wilmwah Habwn Polrer Moteeeen, hemal Tus: Kajian Flukum dan Keadilan, Yol 3, Moo 7, April 2015, hlm
1%,
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dimaksudkan untuk memenuhi berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan dan
masa depan anak. "

Hak-hak anak yang dalam prosese peradilan pidana, yang dalam hal ini berada pada kategori
Sevenile delinguency diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
pengaturaninya seswal dengan ketentoan dalam Pasal 64 Undang-Undang Perindungan  Anak.
Seorang anak berhak wmuk diperdakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kKebotehan
sesiian dengan wmumya yang diater dalam Pasal 3 hurof @ Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Amak, artinva anak yvang yvang diduga melakokan tindak pidana terap berhak untuk diperfakukan
sesul dengan usianya. Diperakukan secare manusiawi i berhubungan dengan pengaturan dalam
Pazal 3 huruf e yaitu tidak mendapatkan penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam,
yang merendahkan derajat dan martabatnya. Seorang anak dalam kstegon juvenile definguency
berhak untuk tidak dijsdikan satu dengan orang dewasa schagaimana ada dalam Pasal 3 hurut b,
Alazannya agar anak tdak mengalami tekanan psikologis dan tdak mendapat pengaruh bursk dari
orang dewasa vang dapst menghambar wmbuh kembangnya, Pengatiean ini sesoal dalam Pasal 64
huaruf ake, dan e Undang-Undang Perlindungan Anak,

Anak dalam kategori juvenile delingnency berhak memperaleh bantuan hukum vang distur
dadam Pasal 3 huruf ¢ Undang-Undang Sistem Persdilan Pidana Anak dan Pasal 64 horof ¢ Undang-
Lndang Perlindungan Anak, yang juga berkaitan dengan hak anak untuk mendapatkon advokasi
sosial dalam Pasal 3 huref k Undang-Undong Sistem Peradilan Pidens Anak dan Pasal 64 horof k
Undang-Undang Perdindungan Anak . Arinya anak berhak umuk didampingi atey mendepatkan
pendampingan dar penaschat hukum agar mendapatkan membantu persiapan dinnya menghadapi
proses peradilan.

Seorang anak vang dalam proses peradilan padana ini berhak melakukan kegiaran rekreasional

yang diater dalam Pasal 2 hurof d Undang-Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sepert

“ Weily dkk., Perfieadungan Hukam Terhadap Hab Arad Pelade Tirdak Pidara Pemerkosacn Delom Sivem
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dalam Pasal 64 hurof d. Pemoshaman kepiatan rekreasional ing adalah ansk bisa bermain sesuai
usionys meskipun sedang menjalani proses hukum dengan wjuan agar tidak mengalami tekanan
psikologes akibat peristiwa yang dihadapinva.

Anak yang dalam kategon juvenile delinguency tidak boleh djatuhi pidana mat atoo padana
seumur hidup sehbagamana Pasal 2 hurt 7 Undomg-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan
Pazal 64 hural T Undang-Undang Peelindwyzan Anod, Anak tidak boleh dijatohi hukuman pidana
mati atau pidana sewmur hidup juga tidak beleh ditangkap, ditahan, atao dipenjaa yang diamer
dodam Pazal 3 hwruf g Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Ansk dan Pasal 64 huref g
Undang-Undang Perlindungan Anak. Alosannya anak masih mempunyai masa depan yang panjang,
masth bisa dididik, masih biss tumbuh dan berkembang sehingga sebagai hok asnsi dolam hidupnya,
anek mempunyal hak unmtok hidup.

Pada ssasnya pencrapan persturan perundang-undangan di Indonesia tidak boleh ada unsur
diskrirmnas: . hares mengotamakan persamaan bak Jdi depan hukum sebaga mana diatur dalam Pazal
4 Undang-Undang Hak Asasi Manusia, Hal ind diatur dalam Pasal 3 bueaf b Undang-Undang
Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 hunif b Undang-Undang Perlindungan Anak. Anak
vang dalam kategon juvenile delinguency mempunyai bak-hak vang haros dilindungi pada sas
menghadapi persidangan yang etap mengutamakan asas praduga tidak bersalah, vang artinya
seorang anak yang menghadapl persidangan tidak boleh disebul sebagni pefaku tindak pidana
sampai proses persidangan selesai dengan adanys putusan Hakim. Asas pradugs tidak bersalah ini
jugn berkaitan dengan penyembunyian indentitas di moka umum seperti dalam Pasal 3 huref i
Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasel 64 huruf i Undang-Undang Perlindungan
Anek, Tujuannya untuk menghindarkan penilatan negatit dan masyarakat yang mengenal anak
tersebur. Searang anak mempunyal bak uatuk diam, maksodnyva dalam proses diversi ini diperlukan

pengakoan dan anok fentang perbuatan tindak pidana yang ia lakukan maka pengakuan itu adalah

FPeradilar Pidama. e Jumal Eatalogis. Val. 3. No. 2. Febroart 2007, hlm_ 6364
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pengakuan yang jujur dari seorang anak bukan karens odanya pokssan dari pihak lain vang
tujuannys agar dilakukan proses diversi, Jika hal tersebut sampai terjadi maka dapat dikatakan
proses diversi dilakukan dengan adanya unsur kebohongan.

Anak adalah tetap anak dengan kehidopan vang sesuan dengan usianya, Oleh sebab itu anak
berhak memperdeh kehidupan pobads sebagaimana Pasal 2 horaf @ Unsdang-Undang  Sistem
Peradilan Padana Anak dan Pasal 64 hurul § Undang-Undang Perlindungan Anak, Menjadi bagian
kehidupan pribadi ini adalah adanya kenyamanan dalam menghadaps proses hukum didamping
oleh orang twa araw walinga, Mengutamakan hak anak untuk didampingd oleh orng wanya vang
diatur dalam Pasal 3 huruf j. yang artinya Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak scsuai
dengan Undang-Undang Perlindungan Anak khususnyn dalem Pasal 64 hurof | yang membenkaon
perlindungan khusus bagi anak yang berhadspan demgan hukum vaite dengan  pemberian
pendampingan orang tua'wali dan orang yang dipercaya oleh anak. Pengaturan hak ini
menumiukkan babwa ada peran serta dan tanggung jawab orang hea untuk mendamping dalam
proses wimbuh kembang anak, Apalagi dalam proses diverss vang dilakekan melalui musyawarah
selain mehbatkan anak juga melibatkan orang wanya sehagamana dator dalam Pazal 8,

Bagi anak vang cacat. dalam proses peradilan pidana hams mendapar aksesibilitas karena
merupakan hak anak sebagaimana diator Pazal 3 hourof m Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana
Anak dan Pasal 64 huruf m Undang-Undeng Perlindungan Anak. Ini mempakan bagian dari
pemenuhan fesilites anak unuk mempertancar proses dolam persidangan.

%ebagai bagian generasi peneris hangsn, seorang anak berhak unk memperoleh pendidikan
agar menambah wawasaan dan pengetahusnnya. Seperti yang dintur dolam Pasal 60 syat (1)
Undang-Undang Hak Asasi Manusia, di dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak
Pasal 3 huruf n pega mengstur babwa seorang anak vang berada dalam proses peradilan padana

mempunyal hok untuk memperaleh pendidikan. Hal ind sesum dengon Pasal 62 huraf o,
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Setiap anak berhik untuk sehat sebagsimana diatur Pasal 62 Undang-Unding Hak Asasi
Manusia. Maka dalam proses peradilan pidana anok juga berhak memperoleh pelayanan kesehatan
seperti diatur Pasal 3 hurof o Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Pasal 64 hurof o

Undang-Undang Perindungan Anak.

SIMPULAN

Keberadaan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai pengganti Undang-
Undang Pengadilan Amak dalam melindungi hak-hak anak yang add dalam kategoni juventle
delinguency sangat sesval dengan Undong-Undang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 64, Hal
utama dikarenakan tidak adanya pencntuan pidana penjars bagl snsk tersebut Karena  dapat
menghambat tumbuh kembangnya vang juga berlentangan dengan Pasal 66 avat (4) Undang-
Lindang Hak Asasi Manusia. Selama anak masih bisa dibina, ada kemavan untuk tidak mengulang:
perbuatan pidasanya Lagi maka tidak boleh dijatuhi podana penjara.

Adanva Undang-Undang Sistemn Peeadilan Pidans Anak ini memberikan perdindungan
tethadap hak-hak anak yang dalam kstegori javeenile deltnguency karena sdanya penerapim diversi,
vaite penvelesaian perkara dilear jalur pengadilan. namun hal ini dilakukan selama ancaman
bukuman tindak kejabatan ite dibawaly 7 tahon dan bukan merupakan tindak kejahatan vang sedah
dilakukan berkali-kali oleh anak tersebut.

Perubahan penyelesaian perkars pada anak yang masuk dalom kategori juvenile delingiency
dari peradilan wmum. ke peradilan yang mengutamakan perlindungan anak bertujuan untuk
melindungi hak-hsk anak terscbut. Penerapan diversi ini ada mulai dan tingkat penyidikan,
penuntutan, dan tahap pemeriksaan di Pengadilan. Diversi dianggap berhasi! jika ada kesepakatan
diantara para pibak dalam setiap Gngkatannyas dan dibiat dalam bentuk kesepakatan  diversi,
Penerapan diversi ind menggunakan pendekatan keadilan restoratif vang artinya  penyelesaian

perkara misdak pidana difakukan dengan melibatkan anak vang didega sebagai pelaku, korhan,
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keluarga kedun belah pihak yang bersama-sama mencari solusi penyvelesaian masalah. Akhir yang
diinginkan dari keadilan restocatif ini adolah win-win yang aninya kemenangan bersama bags kedua
belsh pihak. Anak sebagai pelaku diharapkan berlanggung jawsb terhadap perbuatsnnya dengan

tidak mengulanginya lagi dan korban bisa memaafkan kesalahan dan pelaku,
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